SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN

Menimbang

Mengingal

IRLISAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa dengn terbiya swat Kepala Arsip Nasioual
Republik Indoncsia Nomor B PK.02.00/63/2017, tanggal
13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retenst
Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian
dan Aparatur Sipii Negara serta Substantif Pemerintah
Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menclapkan JRA
Schktor Perekonomian Urusan Ferencanaan
Pembangunan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctaplian Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Selktor
Perekonomian WUsusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentuksen Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung {Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Ferpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 120, Ta,mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774).



10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2011
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomwr 9 Tahun 2015
{Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tshun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negara
Repubiik [ndenesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5286];

Peraturatl Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkai Dacrah (Lembaran Negars. Rcpublik
Indonegia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nowmwr &0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraluran Daerah Kabupaten Pringscwu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu [Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16];

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dines
Pemerintah Daerah (Berita Daersh Kabupaten
Pringsewn Tahun 2016 Nomor 43);



c. 10 {sepuluh} tahun untuk nilai guna
pertanggungjawaban cataten kenangan, bukti
pembukuan dan data pendukung administrasi
keuangan yang merupakan bagian dan bukt
pembukian.

Pasal 5

(1] Relensi arsip sebagaimana dimaksud delam Lampiran
Peraturan ini memperhatikan ketentuarn:

a peraturan perundang-undangan yang mewajibkan
arsip disimpan dalam jangksa waktu tertentu;

b. peratursn perundang-undangan yang mengatur
daluarsa penuntutan hukum;dan

¢. kepentingan pertanggungiawaban keuangan.

Pagal &

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,

dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan

pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai
guns;dan

b, keterangan permanen ditentukan apabila dianggap
memilili nilai guna kesejorahan atau nilai guna
sekunder.

BAD ¥
RUANG LINGKILTE

Fasal 7

Jenis arsip sektor perekonomian urusan perencanaan
pembangunan meliputi:

a. perurnusan kebyakan;

b. musyawarah perencanaan pembangunana  atau

musTenbang;
c. perencanaan pembangunan kementerian atau lembaga;
d. koordinasi dan sinkronisasi perencanann
pemb@angunan,

e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan
perencariaan pembangunana,

f. aksi strategis nasional; dan

g perencanaan pendanaan pembangunan,



(1)

{2)

(1)

{(2)

3)

(1]

(2)

BAB II
TUJUAN

Pagal 2

Memennuhi Kebutuhan Organisasi, dalam
mewujudkan pengelolaan arsip yang elflsien, efekuf,
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga
dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis,

Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk
menyusun JEA.

BAB I1I
PELAKSANAAN JADWAL RETENS1 ARSIP

Pamal 3

Jadwal Retensi Arsip Sektor Perckonemian Urusan
Perencanaan Pembangunen disusun oleh Dinas
lerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu
bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia.

Jadwal retensi Areip Sektor Perekonomian Urusan
Perencanaan Pembangunan memuat jenis arsip,
retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan
keterangar.

Katenituan mengenai Tetenst arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan
tercantum dalam Lampiran yang merupsakan bagian
vang tidak lerpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
JANGKA WARTU

Pasal 4

Penentuan tretensi arsip dihitung sejak Kkegiatan
dinvatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas
sudah dinvarakan lengkap dan tidak bertamhbah lagi.

Peneniuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi
retensi arsip aktf dan inaktif dengan 3 [tiga) pola:
a. 2 {dua) tahun untuk nilai guna administrasi;

b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi
dan teknologi; dan
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12.

13.

14.

15.

16.

habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi bauik secara langsung maupurn
tidak langsung oleh Arsip Nasional Repuhlik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutmya disingkat
JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya
berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan yang digunakan scbagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Unit Pengolah adalah satuan Kerja pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggungawab mengolah
semua arsip yang berkaitan  dengan  kegiatan
penciptaan arsip di ingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan keria yang melekat pada
pencipia arsip yang memiliki tugas dan tanggungjecwab
dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatn system kearsipan nasional yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarand dan
sarana, serta sumberc daya lainnya.

Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
cabang-cabang kekuasaan Negara yang melipud
ekesekutif, legislalil, dan yudikatif, serta icmbaga lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nilai Qumna Sclunder adalah nilai arsip yang
didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan
pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan
memori kileklil bangsa.

Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang
mengandung fakita dan keterangan yang dapat di
gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana
organiaasi yang bersanglutan dibentule,
dikkembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan
rugns serta  bagaimana  ferjadinya  peristiwa
kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan
penciplanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat,
benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATIJRAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasul 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penvelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonomnt.

linas adalah Dinas Perpustakaan dan Xearsipan
Kabupaten Pringsewu.

Retensi Arslp adalah jangks waklu penyimpanan
yong wajib  dilakukan terhadap suatu jenis arsip
kepegawaian.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi den komunikasi
yang di buat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politil, organisasi
lemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksaneaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip vang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan dismmpan
selama jangka wakiu lerteniu.

Arsip  Aktif adalah arsip vang frekuensi
penggunaannya tinggi dan/atau terus mensrus.

Arsip  Inaktif adalah arsip yang Ifrekuensi
penggunaannya telah menunm.

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena merniliki nilai guna kescjarahan, telah



10.
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12,

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indounesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomeor 3071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahuan 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587)
sebapalmana telabh diubal beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 56749);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  [Lembaran  MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 43
Tahun 2009 temtang Kearsipan {Lembaran Negara
Remuihlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Normor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturarn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2026);

. Peraturan Daerah Kabupaten Fringsewn Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupeten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomur 16);

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokock Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Pemerintahh, Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewl Tahun 2016 Namor 43);



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturen Bupatd ini mulai herlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 April 2018
BUPATL PRINGSEWLU,
dto
SHIADI
Diundangkan di Prmgsewu

pada tanggal 11 Aneil M2
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWLU,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMORK

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabmpaten Pringsewm : hip: f fjdih pringsewmizah goid f



LAMETFAN ! PFERATURAN BUPAT. PRINGEREWI
ROMOR
TANGEAL

URUSAN PERENCANALN PEMBANCINAN

JANGHA WAKTU PENTIMPANAT

HETERANGAN

dinyatakan aezani dilakeanakan

N, JENIE} SER.ES AREIP
AKTIF FNAKTIF
1 2 3 4 ]
1. [KEBIIAKAN
Perumuean kKebijakan Rencans Fembangunan Nasional mchipad : Rencats 3 ahun 3ejak penetepan kebiakan 7 tabhun Parmanen
Pembangurmin Jaagka Pasjang (REJTf Mackes Plan, Rencens Pembangunan Jarngla ratyg terbar
Mencngah Daerah, Rencana Prmbangunan Tahunan Dasrah.
A Pangksjjan dan petigusulan kebijakat
B. Penyiapan kebijakan
C. Porumusan dan penyusunan bahas
D. Pemberian magukan dan dukungan dalam penyesutan kebiiakan
BE. Proctapun dalai botuk peraturan pernandeng- undangan
| 2. |musTewARAH PERENCANAAN PEMBANGINAN/MUGRENBANG
A& Wusranbamz Wasiondl 5 tabhun astelab propes kegiatan T tahun Pertrienetl
dinyatakan seleand dilakaanskan
B, Musrenbang Provins: i 3 tahun sctélah proees Kegintan | 7 tahun Ferpuansn
dinyatakean solesai dilabsanakan
C. Musrenbang Kabupsten/Kota 3 tahun eeteleh proses kegiatan 7tahen | Permanen
dityyatmkan selesai dilakzanakan
4. |PRRENCANAAN PRYRANCURAN DAERAH
A, Rencana Pembengunan Jangka Menengah jRenatra-Daerah 2 tekun s=teleh proses kagiatan 3 tahun Permanen
dinyulakes: yeiogai dilakeansken
B Rencapa Pembangunan Talupen Dacrsh | Reoje Daciahy 2 takun actelch prooms kegiatan 3 tabhun FT—




JARGHA WARTL PEMYIMMANAN

W, JENIES BERIEE ARBIP EETERANGAN
AKTIF FHAKTIR
1 2 5 a 5
. Program ¥esjm Tahunan
1. Vaulan Unit Kerjn beaerta data pendakungrys 2 {atman setslah proses kegintan 1 ahun Yuanah
dinyalakan sclvasi dlakasnpksn
3. Frogam Kerje ahanan Und Kerfa 2 tahun setwlah proses kegiatan I tahtin Musnih
dinyatalat selesai dipkesnakan
3. Program Kema Tatunan OFD/SKPD 2 tahun setslah proses keginran | 1 tahun Musnah |
dinyatakan amlorai dilaksanakan
D. Penstapan/Kontrak Kinerja i} o
l). Pimpinar. OFD/ 2KFC 2 talin gelelah korerak kinarge 3 tahun Muarmh
barakhir dar. kewajben para pihak
7. 'Kepela Daerah | ) 2 tabmn selelah konrak kine’ja 3 mhun Permanen
haralchir dan loemaybat para pihek
E. Loporan
'}, Darkala
a]. Taperan Triwulan 1 rahun ssteiah berakbienya masa 1 mbhus Muarah
satn tahun aggatan
k). Laporan Semestsran h - 171 tzhuin setciah terakhimya mess | 1 mhuz Muaneh
aatu tahun sgparan
o, Lapoﬂn']'ahuﬁm; Unit Kerja 1 tehun wbd&_h-:n_emkhim}ra masa 1tehug Musreh
ALY tahun Aggaran
). -J.ap-m'&n Tahunar. GED/SHFD - 1 b aptdaly berakhirnys meass 1 snhan Parmaenen
saty tahun aggaran :
e Lup:ran;-!}kunt'a]:ﬂ[tas Kinerja “emecintah Dacrah | tahun setelah berafhimyn riada 1iahuan Permanen
Jatl tahun ageuTaiL
2}. Laporan Insidentsl 1 tohwun actelah borabhirmys rnea 1 tahun Permrman

aalo tahvin BgEAran




JANGKA WAKTU FENYMPANAN
90 JENTR! SERNES ARBIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF
i 2 3 4 g
F. hrAlues] Program
1. Unit Kerja 1 tahun setelah berakbirnya roass 1 taban Musnekh
gatu tahur agearan
3. OPD/EKFD - T 1 tabun setelsh berakkimys masd | 1 tahun | Permanen |
satd rahur agmEran
7 | KOGRDINABL DAN DIRKRONIBAL PERENCANAAN PEM3ANGUNAN DAERAH DAN 2 tahiin astalah proses Kegiatan 3tehun Permaren
PUBAT dinyetakan seleaai dilaksanakan
i e o ' 2 tahur. setelah proses kegiaten I tehun | Musash |
5. |KONSULTASI PERENCANAAL PEMBANGUNAN DARRAE DAN PUSAT Ainyataken scleani dilalesanakan
" & TPEMANTAUAN, EALUASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN PERENCANAAN 1 tahur actelah proaes kegiaten 1 tahun " Permanen
PEMBANGIMAN DAERAH dinvatakan asiceai dilakssnelan
"% [Axel BTRATEGIS DAERAH /OPD 3 tahun setelah prosss kegiatan 7 tehun Penmanen
4. Rancengan awsl perencanaas aksi stratega desrah dirpatacen selesai diakasnakan
H. Rapatpembehssan raneangsn awel dengan SKPD
C. Hemialwsasi dengan 3KPD
D. Fancengan akbir perencanaan AK3i arategis dasrah
E. Pramlepan perencanann nknd straccgin deernh
M. |PERENCAWAAN PENDANAAN PEXBATOUNAN
& tahun setelal prosss kegigtan 5 tuhun Permaten
A. Pendenaan Luar Negeridan Hibah dimyatakan seleaad dileksanakan
- T 5 tahun setslah prosss kegintan 5 tahun Permanen
B. Pendanaen Dalam Negeri divyarakan velesad dilabastnaben
&5 tehun setrlah pressa iceglacan 8 whun P sl
£ Kerjmsams Pembangnan Internasionsl diryatakan selesai dilakssnakan
- T 7 5 lahin setslah proses kegiaan 5 tahun Permemen
. Surst Berharge Syeciah Negara diryatakan selesai dilakeanakan
TE. Fandanman OnTop Asm atan Inisistil Baru 5 tahun setclah prosea kegiatan " 5 tahun Permanen
dinvatakan selesni dlakmnalmn
BUFATI FERINGZEWL,
dto

SIJADI
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